
23 

 

BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN 

 

A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan 

Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk allah yang di 

ciptakan berpasang-pasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu 

membuahkan keturunan, agar hidup di alam semesta ini berkembang. Dengan 

demikian penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi terus 

berkembang dari generasi ke genaerasi. 

Penikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia 

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-

Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya
15

 

Menurut bahasa, perkawinan adalah penggabungan dan percampuran. 

Sedangkan menurut istilah hukum islam sama dengan kata انكاح dan kata  

 yang berarti  دو  menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya  yakni   زوج

menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni 

 yang berarti mengadakan perjanjian عقذ yang berarti setubuh atau انوط

pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih 

banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini
16
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 Slamat Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 

cet. Ke 1, h. 9. 
16

 Abd somad , hukum Islam, (jakarta : kencana  Prenada Media Group, 2010),  cet. Ke 1, 

h.  272. 
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Pengertian lain tentang perkawinan menurut asy-Syarqowi adalah 

نحواه . وحقَقت في انكاح ىو نغت انضى ,اننكاح عقذ ٍعتبر فَو نفظ انكاح  أو 

انقذ يجاز في انوطء
17

 

Artinya : “ Nikah dalam bahasa yaitu mengumpulkan, sedangkan dalam 

istilah yaitu lafaz yang akadnya dii‟tibarkan di dalamnya lafaz 

nikah atau seumpamanya, hakikat dari nikah adalah 

bersetubuh” 

Pengertian lain tentang pernikahan menurut Abu Hanifah adalah akad 

yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang 

dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu 

pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekadar 

pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat „aqad 

(perjanjiaan) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan 

semata. 

Menurut mazhab syafi‟i pernikahan adalah aqad yang menjamin 

diperbolehkannya persetubuhan, sedangkan menurut mazhab hambali adalah 

aqad yaang didalamnya terdapat lapaz pernikahan secara jelas, agar 

diperbolehkan bercampur. 

Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyatakan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

                                                             
17

 Asy-syarqawi, a’la At-Tahrir (Surabaya : BengkuluI Indah), Jus-1,  h. 213. 
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keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa
18

 

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan adalah hubungan 

manusia yang berlawan jenis jenis, yang menghasilkan kedamaian jiwa, 

ketenagan fisik dan hati, ketentraman hidup dan penghidupan, keceriaan ruh 

ruh dan rasa, kedamaiaan laki-laki dan wanita, kebersamaan antara keduanya 

untuk meretas kehidupan barudan membuahkan generasi baru pula. 

Adapun dasar hukum pernikahan adalah: 

1. Al   Qur‟an 

a. Surah an-Nisa’ ayat 1  

                  

                        

                  

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu.” (QS : an-Nisa :1)
19

 

  

                                                             
18

 Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, Undang-Undang Perkawinan, 

(Semarang: CV al-Alawiyah, 1974),  cet. Ke 1, h. 5. 
19

 Departemen Agama RI, al Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : CV Penerbit 

Diponegoro, 2015), cet. ke, 1. h. 77. 
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b. Surah an-Nisa’ ayat 3 

                    

                     

           

 Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), 

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, 

tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat 

Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak 

yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya” (QS : an-Nisa : 3).
20

 

 

2. Hadist Rasulullah 

عن أبن يسعود قا ل: قا ل رسول الله صم الله عهَو وسهى : ٍا يعشر انشباب ين 

فانو اغض نهبصر و احصن نهفجر . و ين نى ٍستطع ’ انباءة فاٍتسوجاستطاع ينكى 

 )رواه انبخارى(فعهَو با نصوو فا نو نو وجاء.

Artinya: “Dari Ibnu Mas‟ud ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai 

para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu 

menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih 

dapat menundukkan pandangan dah lebih dapat menjaga 

kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah 

ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang 

syahwat”. (HR. Bukhari)
21

 

 

3. Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 

Landasan hukum perkawinan terdapat dalam pasal 2 (1) dan pasal 2 

ayat (2) undang-undang perkwinan yang berbunyi: 

Pasal 2 (1) 

                                                             
20

ibid  
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 Ali bin Syu‟aib Annasa‟i, Sunan an-Nasa’I, (Beirut : Dar al-Fikr,1930), cet. ke 1,  h. 

369. 
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Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamnya dan kepercayaannya itu. 

Pasal 2 (2) 

Pada asasnya perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undang yang berlaku
22

. 

 

B.  Syarat dan Rukun Perkawinan 

Adapun syarat dalam perkawinan adalah: 

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi, artinya adalah kedua 

calon pengantin adalah bukan yang haram untuk dinikahi, baik haram 

untuk sementara maupun selamanya. 

2. Akad nikahnya harus disaksikan oleh saksi
23

. 

Adapun untuk rukun perkawinan adalah: 

a. Adanya calon suami dan istrsi yang akan melaksanakan perkawinan 

b. Adanya wali dan pihak calon pengantin wanita 

c. Adanya dua orang saksi 

d. Sighat calon nikah
24

 

 

C.  Perkawinan Hamil Zina Dalam Pandangan Islam 

 Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi seorang perempuan 

pezina, seperti halnya seorang perempuan tidak diperkenankan menikah 

                                                             
22

Depertemen Agama, loc.cit, 
23

 Abd, Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 

2006),  cet. ke 1, h. 124. 
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dengan seorang laki-laki pezina, kecuali jika masing-masing keduanya telah 

bertaubat. Larangan ini didasarkan dengan dalil berikut: 

                          

                            

                            

                               

Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan 

(sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan 

makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan 

mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-

wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan 

di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu 

telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, 

tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya 

gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak 

menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di 

hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”       ( QS: al-Maidah : 

5)
25

 

 

Larangan menikahi wanita pezina ditegaskan didalam al Qur’an dalam 

Surah an-Nur ayat: 3 

                          

              

Artinya :”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang 

berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina 

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang 

mukmin.” (QS : an-Nur : 3)
26
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Ayat diatas menerangkan kepada kita bahwa tidak boleh menikahi 

perempuan yang berbuat zina. Namun dalam pembahasan ini penulis 

memfokuskan pada pembahasan tentang perkawinan seorang wanita yang 

hamil sebelum nikah dengan laki-laki yang mengahamilinya.  

Perbuatan zina adalah perbutan dosa besar yang tingkatannya sama 

dengan pembunuhan, dan sisi lain nikah adalah perbuatan yang dianjurkan 

untuk dilaksanakan jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Hamil luar nikah 

merupakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan syarat dan rukun yang 

mengatur terjadinya akad nikah. Dalam hal ini, hamil duluan secara umum 

dibolehkan dengan melandaskan pada beberapa hadis nabawi, diantaranya 

menyatakan bahwa perbuatan yang haram tidak mengharamkan yang halal, 

termasuk kedalamnya perbuatan zina adalah haram, sedangkan nikah adalah 

halal sehingga akad nikah dpat berlangsung serta sah, walaupun sebelumnya 

melakukan perbuatan zina dan sampai hamil diluar nikah.
27

 

 

ن عًر َي بن يعهي بن ينصور. حذثنا إسحاق بن يحًذ انفروً . حذثنا عبذ الله بحذثنا ٍح

 ( حلال(عن نافع عن ابن عًر : عن اننبٌ صهي الله عهَو وسهى قال )لا ٍحرو انحراو ان

رواه ابن ياجو(
28

 

Artinya : “Meriwayatkan pada kami yahya ibnu ma‟la ibnu manshur. 

Meriwayatkan kepada kami ishaq ibnu muhammad al-farawi, juga 

meriwayatkan pada kami Abdullah ibnu Umar dan Nafi‟ dan Ibnu 
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 Ridwan Hasbi, Hamil Duluan Nikah Kemudian (Pekanbaru : Daulat Riau, 2014), cet. 

Ke 1, h. 121. 
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 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah, Sunan Ibnu Mjah, (Suadi : Maktabah 

al- ma‟arif, 1429 H), jilid. 1, h. 649. 
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Umar RA Dari Rasulullah SAW bersabda: “tidaklah yang haram 

itu dapat mengharamkan yang halal.”  

Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim 

menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang 

membinasakan, seperti zina. Oleh karena itu, Islam berusaha mengeringkan 

sumber-sumber kerusakan dan menutup celah-celah yang menuju kepadanya. 

Islam mensyariatkan hukuman-hukuman yang dapat merintangi semua ini, 

setalah mendidik individu-individu agar selalu merasakan kehadiran Allah 

SWT dalam kesendirian dan keramaiaan, serta mendidik mereka agar berhenti 

dan tidak melampauinya. Sesuatu yang haram dan usaha untuk menjauhinya 

harus bersumber dari hati, sebelum bersumber dari ketakutan terhadap 

hukuman duniawi. 

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, seperti 

percampuran antara laki-laki dan perempuan yang diharamkan dan khalwat 

yang merusak. Islam mensyariatkan nikah, menganjurkan peringatan mahar, 

meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan istri yang 

shalehah, serta memerintahkan suami istri agar melaksanakan kewajiban dan 

menunaikan hak masing-masing kepada yang lain. Oleh karena itu, banyak 

sekali ayat-ayat al Qur’an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat 

muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia. Diantaranya adalah firman Allah 

SWT yang terdapat pada surat al-Mu’minun ayat 5 : 
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Artinya :  “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.” (QS : al-

Mu’minu : 5)
29

 

Ayat diatas menjelaskan kita untuk menjaga kemaluan dari kotoran 

syahwat dengan cara tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu 

yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan 

keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan rumah tangga dan nasab. 

Sebab, kerusakan rumah tangga dan bercampurnya nasab adalah faktor 

kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit di dalamnya, 

menghadapkannya pada kebinasaan, dan mencerai-beraikan sendi-sendinya
30

 

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan 

untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, 

maka terjadilah kehamilan di antara para gadis remaja itu. Biasanya 

pelanggaran seperti ini diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa 

laki-laki yang menghamili gadis remaja tersebut harus mengawininya, dan 

setelah perkawinan mereka selesailah kemelut tersebut tampa dibesar-

besarkan lagi permasalahannya
31

. 

Sedangkan yang dimaksud dengan kawin hamil disini adalah kawin 

dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki 

yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya
32

. 
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Secara umum, pandangan pakar fiqih mengenai perkawinan wanita 

hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua: ulama yang mengharamkan 

perkawinan  wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan 

perkawinan hamil karena zina
33

. Akan tetapi secara lebih rinci, pendapat 

mereka dapat di kelompokkan menjadi enam: 

1. Menurut pendapat Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan 

dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, 

tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang 

dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara‟ secara tekstual 

yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina
34

. 

2. Abu Yusuf dan Zukar berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil 

karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan perkawinan 

wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam 

keadaan hamil), karena tidak menginginkan tidur bersama, maka tidak 

boleh melaksanakan perkawinan
35

. 

3. Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina 

secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil   

yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila 

perempuan tersebut nikah sebelum suci, pernikahan tersebut fasid (batal 
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dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam 

rahim dan Nabi SAW. Melarang kita menyirami tanaman orang lain
36

. 

4. Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa wanita hamil zinaboleh dinikahi, 

karena kehamilannya tidak dapat dinsabkan kepada seseorang (kecuali 

kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya 

kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil zina 

tidak termasuk yang dilarang kawin
37

. Sebagaimana terdapat dalam surat 

an-Nisa ayat 21: 

                      

           

 
Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian 

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu 

Perjanjian yang kuat.”(QS : an-Nisa : 21)
38

 

5. Ulama Hanabilah menetukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi 

wanita yang hamil karena zina menurut Ulama Hanabilah, seorang laki-

laki yang mengetahui seorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi 

wanita tersebut kecuali dengan dua syarat: 

a. Telah habis masa tunggunya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina 

adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lhir, wanita hamil 
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zina haram menikah karena Nabi SAW. Melarang kita menyirami 

hasil tanaman orang lain. 

b. Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan 

tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina 

haram dinikahi oleh seorang yang beriman
39

. Sebagaimana yang 

dijelaskan dalam surat an-Nur ayat 3 : 

                          

             

  

Artinya:”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan 

yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan 

yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang 

berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu 

diharamkan atas oran-orang yang mukmin.”(QS : an-Nur : 3)
40

 

 

Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa orang yang sudah 

bertaubat dari perbuatan dosa laksana orang yang tidak mempunyai dosa. 

6. Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawin 

atau dinikahi walaupun belum melahirkan anaknya. Ibn Hazm 

menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah 

wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita 

hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang 
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bersanggkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada 

dalam waktu tunggu
41

  

Dan karena kebetulan diantara beberapa mazhab fiqih di indonesia ini 

yang paling berpengaruh adalah Mazhab Syafi‟i yang membolehkan 

pernikahan gadis hamil, maka ketentuan hukum adat itu pun menjadi 

diperkuat oleh ketentuan fiqih Mahab Syafi‟i itu. Menurut ajaran Mazhab 

Syafi‟i perempuan yang hamil pernah bersuami,dihukumkan kehamilannya 

itu bukan hamil iddah. Hamil iddah hanyalah hamilnya seorang janda yang 

suminya mati setelah dia hamil atau ketika dia ditalak oleh suaminya ternyata 

dia telah hamil. Hal itu sesuai dengan maksud ayat al Qur’an sebagaimana 

terdapat pada surat at-Thalaq ayat 4 : 

                      

                        

               

 
Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di 

antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 

iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu 

(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-

perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka 

melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada 

Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam 

urusannya.”(QS : at-Thalaq :4)
42

 

 

Adapun gadis hamil karena dia tidak pernah menikah, maka mereka 

tidak mempunyai masa iddah, setiap saat dia bisa dinikahi laki-laki yang 
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melamarnya. Pendapat Mazhab Syafi‟i itu disetujui dua mazhab lainnya yaitu 

Hanafi dan Maliki dengan sedikit perbedaan syaratnya. Menurut Syafi‟i 

semua laki-laki boleh menikahinya gadis hamil itu, dan setelah nikah boleh 

menggaulinya walaupun laki-laki itu bukan yang menghamilinya
43

. 

Para ulama mazhab Syafi‟i tetap membenarkan (meskipun 

memakruhkan atau tidak menyukai) pernikahan dengan perempuan yang 

sedang hamil karena zina (yakni sebelum melahirkan anaknya)   mengingat 

bahwa perzinaan menurut mereka, sebagaimana telah disebutkan di atas 

adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki “kehormatan” sedikit pun 

(baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anak yang akan lahir 

sebagai akibatnya), karena itu, tidak ada hambatan untuk menikahi 

perempuan seperti itu
44

 

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan dalam pasal 53 

ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi: 

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya. 

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 
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